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BERITA ACARA
RAPAT FINALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAMUJU
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : %4../.. 6.. 1. ¥1./2025/HUK

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh enam, bulan Juni tahun Dua Ribu Dua
Puluh Lima, pukul 08.30 telah melaksanakan rapat finalisasi rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Mamuju tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang dihadiri oleh:

1. Asisten Administrasi Umum.

2. Sekretaris BPKAD.

3. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum

Sekretariat Daerah.
4. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum

Sekretariat Daerah.
5. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Bagian Hukum

Sekretariat Daerah.

Dengan hasil rapat sebagai berikut:
v Rancangan Perturan Daerah ini disusun berdasarkan delegasi dari ketentuan

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah
Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

v Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dituangkan
dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam lampiran
Rancangan Peraturan Daerah ini.

v Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas:

laporan realisasi APBD tahun anggaran 2024,

LP-SAL tahun anggaran 2024;

Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024;

LO tahun anggaran 2024,

LAK tahun anggaran 2024,

LPE tahun anggaran 2024; dan

. catatan atas laporan keuangan.

v Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 adalah senilai
Rp1.205.333.188.174,43 (satu triliun dua ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh
tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah
empat puluh tiga sen) atau sebesar 98,49% (sembilan puluh delapan koma
empat sembilan persen) dari anggaran setelah perubahan senilai
Rp1.223.867.879.901,00 (satu triliun dua ratus dua puluh tiga miliar delapan
ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan
ratus satu rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar
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Rp18.534.691.726,57 (delapan belas miliar lima ratus tiga puluh empat j:uta
enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah lima
puluh tujuh sen). _
Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2024 adalah senilai
Rp1.251.460.711.045,18 (satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar empat
ratus enam puluh juta tujuh ratus sebelas ribu empat puluh lima rupiah delapan
belas sen) atau sebesar 95,61% (sembilan puluh lima koma enam satu pers_gn)
dari anggaran setelah perubahan senilai Rp1.308.955.994.347,00 (s_atu triliun
tiga ratus delapan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan _ratus
sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) sehmgga
terdapat sisa anggaran sebesar Rp57.495.283.301,82 (lima puluh tujuh ml!lar
empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga
ratus satu rupiah delapan puluh dua sen).

Berdasarkan Realisasi Pendapatan Daerah dan Realisasi Belanja Daerah
terdapat Defisit anggaran tahun anggaran 2024 senilai Rp46.127.522.870,75
(empat puluh enam miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua
ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh lima sen) atau 54 21% (lima
puluh empat koma dua satu persen) dari Defisit anggaran setelah perubahan
senilai Rp85.088.114.446,00 (delapan puluh lima miliar delapan puluh delapan
juta seratus empat belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan lampiran yang berbentuk dokumen

dengan susunan sebagai berikut:

a. LRA:

1. ringkasan LRA Menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;

2. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

3. rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan,
belanja dan pembiayaan; dan

4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah,
organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan.

LP-SAL;

LO;

LPE;

Neraca;

LAK;

catatan atas laporan keuangan;,

daftar rekapitulasi piutang daerah;

daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;

daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap

Daerah;

. daftar rekapitulasi aset tetap;

daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;

daftar rekapitulasi aset lainnya;

daftar dana cadangan Daerah;

daftar kewajiban jangka pendek;

daftar kewajiban jangka panjang;

daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran

?024 dan dianggarkan kembali tahun anggaran berikutnya; dan

t. |khtisa_r laporan keuangan badan usaha milik Daerah.
Mengenai ketentuan penjabaran dari pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD
Tahun anggaran 2024 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
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